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<b>ABSTRAK</b><br>

Mahkamah Perkumpulan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang oleh
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus
sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres I katan Notaris Indonesia, ditingkat pertama dan terakhir
yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota Perkumpulan. Anggaran Dasar merupakan
perwujudan kehendak dari seluruh anggota perkumpulan sehingga setiap dan semua anggota Perkumpulan
berlaku ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan I katan
Notaris Indonesia. Seorang notaris sebagai peserta Kongres Ikatan Notaris Indonesia, telah mengajukan
perrmohonan kepada M ahkamah Perkumpulan, untuk membatal kan keputusan kongres INI XX11 tentang
agenda pemilihan Ketua Umum Perkumpulan. Mahkamah Perkumpulan dalam putusannya menol ak
permohonan permohon sebagai anggota Perkumpulan, dan pemohon tidak menerima Putusan Mahkamah
Perkumpulan tersebut, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, dengan objek gugatan adalah
Putusan Mahkamah Perkumpulan tersebut. Bagaimana pendapat Pengadilan atas kewenangan Mahkamah
perkumpulan yang diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dalam penyelesaian
sengketa yang terjadi dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Dalam menjawab masalah tersebut, dengan
menggunakan metode penelitian normatif, diperoleh jawaban bahwa Pengadilan berpendapat penyelesaian
sengketa yang terjadi dalam Kongres, merupakan kompetensi Mahkamah Perkumpulan, dan bukan
kewenangan Pengadilan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The Court of Association isatool for the association of the Indonesian Notary Association, which by the
Articles of Association and bylaws, is authorized to examine, hear and decide disputes that occur in the
implementation of the Indonesian Notary Association Congress, at the first and last level which isfinal and
binding for all members of the Association. The Articles of Association constitute the embodiment of all
members of the association so that each and every member of the Association applies the provisions
governed in the Statutes and Bylaws of the Association of Indonesian Notaries Association. A notary public,
as a participant in the Indonesian Notary Association Congress, has filed an appeal to the Association Court,
to overturn the decision of the XX11 congress on the election agenda of the Chair of the Association. The
Consgtitutional Court in its decision rejected the petition as a member of the Association, and the applicant
did not accept the Decision of the Association Court, filed alawsuit through the District Court, with the
object of the claim being the Association Court's Decision. How is the Court's opinion on the authority of
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the Association Court which isregulated in the Articles of Association and the Household Budget in
resolving disputes that occur in the Indonesian Notary Association Congress, In responding to the problem,
using normative research methods, the answer is obtained that the Court is of the opinion that the dispute
resolution in the Congress, is the competence of the Association Court, and not the authority of the Court.



